
 
 

 

WALIKOTA SURAKARTA 
 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA 

NOMOR   1  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SURAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan dalam 
rangka menunjang perkembangan pembangunan 
dan pertumbuhan perekonomian di Kota 

Surakarta, diperlukan sistem Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, 
keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan 

dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna; 
b. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu 

diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu 
kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan 

kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi 
masyarakat; 

c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 

Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal 

Penumpang, Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, dan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di 
Kota Surakarta saat ini sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat, 
sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA 
 

dan 

 
WALIKOTA SURAKARTA 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERHUBUNGAN. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 
2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
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daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin 
kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan 

pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang 
industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang 

pendidikan dan latihan. 
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah 
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang 
perhubungan 

8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas. 
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di 

Ruang Lalu Lintas Jalan. 
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat 

Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak 

Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan 
dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan 
dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan 

pengaturan Lalu Lintas. 
11. Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang selanjutnya 

disingkat LLAJ adalah  satu  kesatuan sistem  yang  
terdiri  atas  Lalu  Lintas,  Angkutan  Jalan, Jaringan  
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Prasarana LLAJ, 

Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta 
pengelolaannya. 

12. Angkutan  adalah  perpindahan  orang  dan/atau  

barang dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  
menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.   

13. Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah 
serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang 
saling terhubungkan  untuk  penyelenggaraan  Lalu  

Lintas  dan Angkutan Jalan. 
14. Simpul  adalah  tempat  yang  diperuntukan  bagi 

pergantian  antarmoda  dan  intermoda  yang  berupa 
Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan  laut, 
pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 

15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu  Lintas,  Terminal,  
dan  Perlengkapan  Jalan  yang meliputi marka, rambu, 
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat  pengendali  dan  

pengaman  Pengguna  Jalan,  alat pengawasan  dan  
pengamanan  Jalan,  serta  fasilitas pendukung. 

16. Kendaraan  adalah  suatu  sarana  angkut  di  Jalan  
yang terdiri  atas  Kendaraan  Bermotor  dan  
Kendaraan  Tidak Bermotor. 

17. Kendaraan  Bermotor  adalah  setiap  Kendaraan  yang 
digerakkan  oleh  peralatan mekanik  berupa mesin  

selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan 

yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 
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19. Kendaraan  Bermotor  Umum  adalah  setiap  
Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang 

dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 
20. Ruang  Lalu  Lintas  Jalan  adalah  prasarana  yang 

diperuntukan  bagi  gerak  pindah  Kendaraan,  orang, 
dan/atau  barang  yang  berupa  Jalan  dan  fasilitas 
pendukung. 

21. Jalan adalah seluruh bagian Jalan,  termasuk 
bangunan pelengkap  dan  perlengkapannya  yang  
diperuntukan bagi  Lalu  Lintas  umum,  yang  berada  

pada  permukaan tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  
di  bawah  permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel. 
22. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan 

sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan 

dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan 
persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman 

yang berada di dalam kota 
23. Terminal  adalah  pangkalan Kendaraan Bermotor 

Umum yang  digunakan  untuk  mengatur  kedatangan  

dan keberangkatan,  menaikkan  dan  menurunkan  
orang dan/atau barang, serta perpindahan moda 
angkutan. 

24. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan 
Bermotor Umum yang  digunakan  untuk  mengatur  

kedatangan  dan keberangkatan,  menaikkan  dan  
menurunkan  orang serta perpindahan moda angkutan 

25. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan 

Bermotor Umum yang  digunakan  untuk  mengatur  
kedatangan  dan keberangkatan,  menaikkan  dan  
menurunkan barang serta perpindahan moda 

angkutan.  
26. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan 

Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan 
penumpang. 

27. Parkir  adalah  keadaan  Kendaraan  berhenti  atau  

tidak bergerak  untuk  beberapa  saat  dan  
ditinggalkan pengemudinya. 

28. Berhenti  adalah  keadaan  Kendaraan  tidak  bergerak 
untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 

29. Rambu  Lalu  Lintas  adalah  bagian  perlengkapan  

Jalan yang  berupa  lambang,  huruf,  angka,  kalimat,  
dan/atau perpaduan  yang  berfungsi  sebagai  
peringatan,  larangan, perintah, atau petunjuk bagi 

Pengguna Jalan. 
30. Marka  Jalan  adalah  suatu  tanda  yang  berada  di 

permukaan  Jalan  atau  di  atas  permukaan  Jalan  
yang meliputi  peralatan  atau  tanda  yang  
membentuk  garis membujur,  garis melintang,  garis  

serong,  serta  lambang yang berfungsi untuk 
mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah 

kepentingan Lalu Lintas. 
31. Alat  Pemberi  Isyarat  Lalu  Lintas yang selanjutnya 

disingkat APILL adalah perangkat elektronik  yang 

menggunakan  isyarat  lampu  yang dapat dilengkapi  
dengan  isyarat  bunyi  untuk  mengatur  Lalu Lintas 
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orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada 
ruas Jalan. 

 
32. Sepeda  Motor  adalah  Kendaraan  Bermotor  beroda 

dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau 
tanpa kereta  samping  atau  Kendaraan  Bermotor  
beroda  tiga tanpa rumah-rumah. 

33. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan 
yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan 
kewajiban. 

34. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan 

usaha milik negara atau daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan 
Koperasi. 

35. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum 
yang menyediakan  jasa  angkutan  orang  dan/atau  

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 
36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan 

Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan 

Umum dan/atau jasa perparkiran. 
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan 

Kendaraan Bermotor di  Jalan  yang  telah  memiliki  

Surat  Izin Mengemudi. 
38. Kecelakaan Lalu  Lintas  adalah  suatu  peristiwa  di  

Jalan yang tidak  diduga  dan  tidak  disengaja  
melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna 
Jalan  lain yang mengakibatkan  korban  manusia  

dan/atau  kerugian harta benda. 
39. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan 

selain pengemudi dan awak Kendaraan. 

40. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di 
Ruang Lalu Lintas Jalan. 

41. Pengguna  Jalan  adalah  orang  yang menggunakan  
Jalan untuk berlalu lintas. 

42. Manajemen dan Rekayasa Lalu  Lintas  adalah 

serangkaian  usaha dan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, 

dan pemeliharaan  fasilitas perlengkapan Jalan dalam  
rangka mewujudkan,  mendukung  dan  memelihara  
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

Lalu Lintas. 
43. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan  terbebasnya  

setiap  orang,  barang,  dan/atau Kendaraan  dari  

gangguan  perbuatan  melawan  hukum, dan/atau rasa 
takut dalam berlalu lintas. 

44. Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  
adalah suatu  keadaan  terhindarnya  setiap  orang  
dari  risiko kecelakaan  selama  berlalu  lintas  yang  

disebabkan  oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau 
lingkungan. 

45. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan  berlalu  lintas  
yang  berlangsung  secara  teratur sesuai dengan hak 
dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. 


